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' PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
. - : NOMOR: 3 TAHUN 2013

TE%'ITANG
g P
TATA CARA PELAKSAAAN PERJALANAN DIiNAS PEJABAT NEGARA,
PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIMPINAN
SERTA ANGGOTA DEWAK PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Ty i,

F DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

]

~. 4 . .
3 - BUPATI ROKAN HILIR,

r,: Q Mehimbang : @a. bahwa c¢alam rangka efisiensi dan efektifitas ‘pelaksanaan,
o ‘ anggaran belanja dacerah secara khusus perlu pembatasan
perjalanan dinas, Dbaik perjalanan dinas k’-uar negeri
maupun pérjalanan dinas dalam negeri, kunjyngen kerja,
S studi banding, penyelenggaraan rapat yang (jlakukan di
'L luar kantor dan imengurang’ kegiatan worksl;ﬁp, seminar,
4 meaupun lokakarya,

f b. bahwea Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomar 17 Tahun
’ # 2011 tentang .Tata Cara Pelaksanaan Perjalgnan Dinas

Pejabat Negara, Pejahat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak .

Tetap dan Pimpinan Scrta Anggoia Dewap Perwakilan

Rakyat ‘Dacrah di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Rokan- Hilir,% §udah tidak sesuai dengan
perkembangan dan. keadaan sehingga perlu  dilakukarn
perubahan; %

; Q : ) c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakusud
T pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Rolkan fidir teatang Tata Cara
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejahat,
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan
: serta Anggota Dewdn Perwakilan Rakyat Daerah di
Lingkungan Pemerintahan Daerah Fabupaten Rokan Hilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53* Tahun 1999 tentang
Pembentukan IKabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak,

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Sirgingi dan Kota Batam.

(Lembaran Negura Republik Indornesia Tahun 1999 Nomor

181, Tambahan Lembaran Negara Renublik -Indonesia

Nomor 3902) schagaimana telah. diubah beberapa kali

- . ' terakhir dengan Undang-Undang Nemor 34 tahun 2008,
-1 : tentang Perubnhan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
tahun 1999 (Legharan Negara Republik ladonesia Tahun

e i 2008 Nomnr 107% Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880); :
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3. “‘Undang -Undang Nomor -1

ilndonesm Tahun ZOD4 Nomor i :

10. Peraturan enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun. 9@@@':

11. Peraturan Daerah Kabupatcn Rokan Hilir Nemgr |

’ ki) - },S‘a

- A

tr

Nomor 4286]

Perbendaharaan Negara (Le;qp“m

4, Undang -Undang; Nomor 32 |

Pemerintahan  Paerakh 4
Indonesia Tahury 2004, Nomo;z»
Negara Republi Indonesial'N
telah diubah bgberapa’ ka,};f
Undang Nomor 12 Tahun 2@_0

Pemermtahm Daerah
Indonesia . Tahugp 2008 Norrior *ﬁ
Negara RepublikiIndonesia Norno

Undang Undang Noraor 33 ‘IE_h 1]

Perimbangan Keuangan antarg:- -Pé"]__iermtahf Puﬁaw
Pemerintahan = Daerah (Lcmbara,n . Ncgara Rer
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1267 rathbahari” Lg

Negara Repubhkdndonema Nomor 4488,,

Pengelolaan Keuiargan Daerah (Le
Indonesia Tahur 2000 Nomg‘r {1
Negara Repubhk“i’ndoncsm Nomior 45" 8}

‘Peraturan Pemerintah Nomor 38:
Pembagian Urusen PCHIGFII}{%@I‘F
Pemerintahan Daerah Provlns
Kabupaten/Kota (Lembaran ng Y,
Tahun 2007 Nomor 82, Tam g
Republii Indonesia Nomor 4737

Peraturan Pemerintah Nomor 41 iTahun QO@?‘
Organisasi Perangkat Daerah (Lcmbara;l Ye&%&z
Indonesia Tahnun 2007 Norar 89, Témbaj‘
Negara Republik Indenesia Nomor 474‘“1)

Peraturan Menteri Da]am Nchrl ‘\Iomor 20 "‘ahlgn -QE =
tentang Pedoman Perjalanan Rinag  Lirar: Negepi &b@ ;
Pejabat/Pegawai di ngl-:ungan Del)a;t@rﬂen E)a]ar Nerapii,
Pemnerintah Daerah dan PRimpinan sertd Anggét
Perwakilan iwakyat Daerah;

tentang  ‘cdoman Pengelglagn  Keuangan, Ea
sebagam-aa : te%ah dluba.h dengan Peraturan Mg

Cedua Atas Peratican Menteri Daiam Negcn I\aqm@r 134

Tahun 2006 teptang Pegoman Pepgelola
o g al gelolaan Keganga!l

2013 tentang Anggaran Pendapatan dan *Belan_}é qu?ii@%
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Kabupaten Rol\an Hilir Tahun 20137 (I
Tahun 2013* Norpor  };

12, Peraturan BUpatii*f};okan Hilir Nomgr -
tentang Penjabaiadl Anggaran Pepdapatan:
Daerah Kauup'ztw FRokan Hilir Tal;qn o1
‘Tahun 2013*Nomar® J; R

1i

M.EMUTUSKAN' :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTAN@@@@
PERJALANAN  DiNAS e
PEGAWAI NEGERI' SIPIL, PEGAWAIL T¥
PIMPINAN SERTA ANGGOTA DE;;% SPERWAKILS
DAERAH DI LINGKUNGAN Pﬂmgﬁ@_ ATIAN
KABUPATEN ROKAN HILIR. R

_DAB1I
KETENTUAN UMUM
Pusal {

Dalam peraturan Bupati ini yang d1maksud le:ngan -
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemcrtnta;;, ac;alah y P‘,.

Repyblik Hidonesia yang mCINCgang, kckuasaan N pg;mermtg(ban legatas
Kesatuan Repubhk Indonesia scbagaimeana cu_-‘- ksud dalam ﬁdaﬁg
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945‘
2. Daerah adatah Daerah Kabupdten Rokan Hilir,
"3, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hllu}‘
4, Kepdla Dacrah adalah Bupqtl Rokan Hilir, ' v -

-

5. Dewan Perwakilan Raxym Dacrah, yang selanjuinya d1s1pgl§at q
DPRD, adalah Dewan’ Pf?rlval tilan Raloyat Daerah Kabupaten Rglan, Hmrfr

6. Pemerintah Daerah adﬁlﬁh pel aermtahrm Kabupaten Rokan Hilir.

7. Pejabat Ncgara ada gﬁﬁplmpmqn dan -angguta lemhdga tertlnggxg@;l%‘
Negara sebagaimana @maksud daiam""’wndang Undang Dagar 19454
Pejabat Negara lainnya yang dnentukam@lah Undang-U‘ndang 0 <

8. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. ;.* p ‘
9, Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Polmn‘thr
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Rokan Hilir.

11, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Daergh ad,alah iRl m
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakynt Daerals Kahupaten Ro__' .k

12, Pejabat adalah Pegawai Negen Sipi! di Lingkup- Pe.ncmntah
‘Kabupaten Rokan. Hilir yang wnenduduki jabatan struktigral esﬁgldg ‘
cssglon 1, esselon 1Il dan Esselon IV surta Jabatan fungs:opal '

Sipil Pemerintah Daerah i\abu paien Rnkar\ Hilir,

14, Pegawa; Tidak Tetap, yang s’clam‘utnya disehus. - .o, addlah pcgawaif :
dianghat wuntuk jangka waktu :ertenfu guna mdaksangﬁkan ¢
pemerintahan  dan pembangunan yang bersifat teknis profésion
administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kcmampuan organi

kerangka sistim kepegawaian yang tid iy >~‘,.‘-s:-‘"7:
‘negeri, g tidak bcrl{edudukan Sebagai'p 24
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é ’* pc_uabat/pegawm negeri sipi] di Lingkungan Pemgnntahan @am’ah*'sgﬁtg
Fadh * Pimpinan dan ;\nggota Dewan Pcmrakxlan Rakyat Daeran. , ' . :

15, Sgtuan Kexja Perangkat Daerah, yang sclanjutnya disebut SKPD, a.eialdh :
perangkat -daerah  pada pemerintah  daerah Selaku pcn;gguna_,, 2
anggaran/pengguna barang. \

Kabupaten Rokan Hilir,

17. Dokumen Pelaksanaan Anggardn SKPD, yang, selgg}jyjﬁﬁyg ~disk nt T
SKPD,  adalah dokumen yang memuat pendgpa n b
dlgu,nakan sebagau dasar pelaksanaan anggaran olehspengp

18, Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran ﬁtgu ‘Qg_]aj _,dt.fygng\dgiyéar
wewenang oleh Pengguna Anggaran dlhngkungan Evmgnnte.h Dagggh
Kabupaten Rokan Hilir. ,

19, Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempaf keduqua,g..
perseorangan maupun secare bersama yang Jaraknya se urgngykmf‘
10 (sepuluh) kilo meter dari batas kota, yang dilakl,g(gn dajany ¥
Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah: Daerah atas Df T
pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat keduduka
tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak-ke lyay dan-dagi tempg_
" di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dltuju d; dafam -negeri.

20, Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan - pg{g y a_man yang, 6cl"i"’
~ oleh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemermtahahbagrah sertanPit 3
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerall “Kaby ppaten Rokan g Hiliv &
dalam rangka pelaksanaan hubungan dan, lzerjasan}a luarrneg"em . G A

21, Surat Pf-rmohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negqrz, ;qng, selag
- disebut Surat Perraohonan adalah surat permohonan pcual,angn dm

22 Biaya riil adalah, biaya yang d1kf=luarkan sesuai dengan bul«;’tl pengeluarah ¥
yang sah, 5 f § ‘

)3 Wilayah jabatan adalah wi ayah Kerja dd,larn menjal:.nkan tugas. ‘

24, Tempat kedudukan adalah temp?t/ kota dimana kantor SKPD berada. -:éf“ o

25. 1empat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dmas kei
tempat tujuan.

26. Tcmpat tu_)uan aadlah tempat /kota yang menjadi tujuan perjalgnan dmab i
g. .
27, Syrat-Perintah . .gas, yang. selanjutnya disebuti SPT, adalah surat p,,r;ntalu ]

untul penug .. Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota Dewan ,‘ ¥
Perwakilan R. . Daerah melakukan perjalanan kedinasan «,; A
28. Suigt Perinta rjulanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalahy §urat ERE
pcerintah. per;.: 11 -kedinasan kepada pejabat/pegawaj negery cd!)l} /pegarw o

- tids K tg::tap G4 Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Da,g;:a& e
sesuad deng lentitas Pcjabat/PNS/PTT serta lepman dan Angg v

Dewan Perw 1. Rakyat Daerah yang ditugaskan dengan .penjelasan;
waktu, fujux  uansportasi yang digunakan serta sumber dana uhtyk
pemblayaﬁan W PENUEASEN tersebut,

29. Vang Hancu . wieit Jinas adalah uang yang digunakan untuk uang :

saku uamg Iiseoeas AL UANE pemmapan selama mclaksanakan perjalanan

30. Bigya Transportasi adalah biaya yang di igunakan untuk membiayai ang'mtanm

udara, laut d
P an darat yang dlgunakan dalam melak.,,anakan pf:lzja,langn

e
: L
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31.

1)

(4)

F

(5)

(6)

(7)

Memorandum. of Understanding, yang .selanjutnye disingkat MbU! adaiah
. dokumen yang menjabarkan kesepakatan bersama atas'masalah antara’dua s

pihak atau lebih..

BAB II .
PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatn
Jenis Perialanan Dinas

' Pasal 2

Perjajanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan d.nas dari tempat .

kedydukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukark 4 -

semula dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir, dalam rangka menghadiri

.U@@jgngan dan Kunjungan Kerja.

Pepjalanan dinas luar dacrah merupakan perjalanan dinas dari tempat !
kédydukan ketempat yang dituju di Luar Kabupaten Rokan Hilir dagp -

'

kémbali ke tempat kedudukan semula.

-

Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimang dimaksug pada ayat'(1) umv:k

Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinémbgh, chg;r;haitaﬁ:fgu@
Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Pasir Limau .Kapgs;. Kecaui

Pujud dan Kecamatan Rantau Kopar lamanya Peyjalarian Dinas G{bdtas
maksimal selama 3 (tiga) hari kalender, untu <ﬁ¢ﬁmﬁt&n 3]

Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Rimba Melmtang;ﬁ,ﬁecamg.tan‘%

Pusako, Kecamatan Tanan putit., Kecamatan Tanah Putin Tanjyng Melawan

dan Kecamatan Pekaitan lamanya Perjalanan Dinas dibafdsi. makslmal*
selama 2 (dua) hari kalender. , | ) )
Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasyk perjaianan g
yang dilakukan dalam hal : | '

L3

25 <

a, ditugaskan untuk menempuh ujian dinas ujian jabatan yapg diadakan Ho

luar tempat kedugdukan; : o .
b. ditugaskan mengikufi sosialisasi, workshop, rapat, seminar, lokakarya
pendidikan/pelatihan  dinas apabila  penyelenggara  berasal dari¥
Kementerian terkait, instans pemerintah’ atau lembaga non departerndien

yang bekerja sama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait;

‘¢ Pelaksanaan perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studj

banding bisa dilakukan dalam rangka:

1, adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah ;

2, untuk peningkatan pelayanan publik; ‘

3. untuk penirgkatan kesejahteraan masyarakat;

4, menghasilk.n  suatu  produk/outpuys, sebagai pedoman dalam’
pelaksana.-:. kebijakan dacrah, L ' P

Perjalanan’ . .as dalam  rangka  konsultasi, koordinasi ke

Kementerian/ | .+ .caga atau Instansi’ pererintah terkait dilakukan secara.-
selektif dan dii.'.ukan oleh pejabat struktural dayi/atau Pejabat lain yang:
d;tunjuk selan.. -+ {empat) hari kalender dan/fatay sesuai kebutuhan 'denganf?‘
ditambah 2 |- .« hari perjalanan ke dan dari Ibukota Propinsi dcngéhé..-.
mempertimb:..  .un azas kewajaian dan képatutan.

Perjalanan.dir.. .alam rangka konsultasi, xoordinasi ke Propinsi Riau atau

Instensh pemserinian terkait dilelukan secara seleutif selama 3 {tiga) hari

kalender dan/atau sesuai kebutahan dengan mempertimbangican azas
kewajargm dan kepatutan, ' -

Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan T sepanj .
melakukan perjalanan dinas. panjang dibutuhkan dapat.




(L8

(8) Perjalanan dinas dalam rangka pendataan, pererikspan, p@nga',: i
ot penagihan, pungutan dan pekerjaan teknis lainnya: pahng la;nd 5 {«hnfr
i kalender dan/atau sesual lebutuhan dengan merpertimhangkan

F_ " ° kewajaran dan kepatutan.
F .
Bagis gur i Kedua
I3 Mekanisme Péfjalanan Digas
t - ‘;’- Pasul 3

(1 Pegabat Negara/Pejahat/. PNS/PTT serta Pimpinany dar, Anggnta_ DPR;}%y:"“'
akan melaksanakan perjalanan dinas harus terleb;h dahulu mandép‘aﬁ“
persetujuan dan perintah atasan; Pejabat yarg berwenang

@) Perjalanan dinas dilakukan berdasar kan SPPD yang’ Eht(;t‘bltkan gleh prjgbg_
yang berwenang. : '
(3) Pejabat yang berwenang hanyd bisa. menerbitkan. SPEL untuk., peva%g,n
dinas yang biayenya dibeban kan pada anggeran yq,rg'f ‘rersedia- dalaiy
: SKPD berkenaan kecuall hal tqktms yang harus mehbaigkan SKPB TaiRiyan
' terkait. " 3 i

g Pasal 4 oo
i / . jm#;t -‘ !{ . ;-:"f»
(1) Pejgbat yang berwenang <hmt membatasi pelaksanadn periatanan di c‘t’ﬁ% ‘i{&

untuk hal-hal yang mempurya; prioritas tmggl +dan pehting;
mengadakan penghematan dengan mtngurangl frekyensi, ]qmla’h

dan lamanya perjalanan.
(2) Pejabat yang bcrwcndfw dan Pejabat Negara/Pejgibat/ PI}«S/P’F’T lSBla

L
]

Pimpinan ¢ _-L_Anggota DPRD yang melakukan peruga{gnan ¢
bertanggungjaws “sepenuhnya atas kerugian yang 'diq;lerita dagerah sse'b

akibat kesalahan, kelalaian, atau hcalpaan yang bersangkuta,n
hubungan dengart perjalanan dinas dlm.lksud

(3) Terhadap kesalahan, kelalaian.-dan kealpaan sebagajmana. tersebut pac{ :
ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa : ' .
a, Ganti rugi sesuai dengan ketentuan peru ndang-undangar yang: bex;
b. Sanksi administrati{ dah tindakan- tindakah lamgxya sesuau * kétenty

Q ’ perundang-undangan., ‘
- BABIN . [
BIAYA PERJALANAN DINAS o purteogen -

Pasal 5 .3

((1] Biaya perjalanan dinas ter clm dari:
a. Uang harian-

Biay 1y i - ’ ’ ]
b. .z.a)atrar fxs1, X 'QU"‘GWH S
(2) Fasilitas dan . a8 transpor tas] sebagaimana tercantum pada lampxran L i

s

Peraturan Bu. i, ‘ S

(3) Besarnya b.. purjalgman dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1] :
diberikan b: wkan tingkatan dan golongan kepangkatan scba;galman”a(;,' “
tercantuin p.. smpiran, Ll Peraturan Bupati ini. Ay @

{(4) Pegawai tidas wiap Lolrmp an lepangkatannya dis Bt
: an amakan dengan “PN ¢

Golongan 11 s S

A

(5) Uang hartan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} huruf a, adalah tcpcpn“

dari uang saku, uang makan, wang—penginapan- selama melakS'

perjalanan dinas dan sudah te
daerah tujuan. rmasuk biaya ta.Lm dari dan ke amp

T

Sort.di

%
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Pasal 6

(1). Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayafi(1).+
huruf a diberikan sesuai dengan jumlah hari ‘yang digunakan untuk
melaksanakan perjalanan dinas. : ,

(2] Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat Ao
perjalanan dinas luar daerah: Propinsi dibayarkarn- secara lumpsum Seat
lamanya perjalanan menurut tiket dan boarding .“pa_sf. L

(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Rasal 5 ayat (i) hum b

djhayarkan sesuai dengan biaya riill untuk perjalanan dinas luar daeraf. N

ity Do
R T

Pasal 7 'f%‘; o

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasdl 2 ayat (4) humfpﬁ};
diberikan dengan ketentuan sébagali berikut : , C ’ n
a. Untuk penugesan peserta dimana akomodasi dan komsumsi ditapggung:
penyelénggara, maka diberikan uang perjalanen dinas berupa : R

1) Untuk harian perjalanan dinas 1 (satu) hari s¢belum dan 1 (sattd) “haFl, ‘
setelah kegiatan dilaksanakan. ‘ ST '

2) Biaya transportasi berupa tiket an

B3
P

-

gkutan darat daf/atau pesawat satu kalgm

pulang dan pergi. | : :

b.Untuk penugasan peserta dimana nkomodasi dan komsumsi .-ti'qé;1gi;§t;i %
ditanggung peyelenggara, maka.diberikan uang perjalanen dinagjberupa.; ' . "
1) Uang harian- perjalanan dinas celama hari kegiatan. : A

*2) Biaya trapsportasi berupa tiket angkutan darat dan/atau peggwat satuka;l
pulang dan pergi. : i

| Pasal 8

Perjalanan - dinas bagi Pejabat " Negara/Pejabat/PNS#PTT yang mei;j‘gj-k;ﬁ;?ti&" "
parneran/promosi diberikan : ‘ p
‘ a, Perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameran / promosi ma};simalfu:‘ftuk;ﬁrﬁz;;
" (lima) orang.atau sesual kebutuhan; y
v; Uang harian perjalanan dinas diberikan sclama hari kegiatan mengikyti acara
pameran/promosi; dan :
c. Biaya transportasi berupa tiket angkutan darat dan/atau pesawat satu Kali.

pulang dan pergi. ) . )

. " Pazal 9
Pejabat Negaz;a/;i%jabat/ PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota. DPRD cﬁlarax;g; |
thenerima. biaya ‘perjalanan jabatan rangkap (dua kall atau lebih) ynthkd
perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu'yang sama. S

g WL‘. '
“
%

I
MR I e

Pasal 10

(1) Bigya perjalanan dinas dibebankan pada NPA-SKPD ya?hg ‘0 611gelua:1§gh%

~ SPPD bersangkutan.
(2)- Pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan

ketersediaan dana yang diperlukan untuk melak INE
A niu, laksanakan perjalamrans
. ’t,er‘sebut dalam DPA-SKPD bersangkutan. rjalatran

o
* E&



. Pasal 11

(2) -Dalam hal perjalanan- dinas harus segera dxlaksanakan bementara, b;ay@
‘perjelangn dinas’ belum dibayerkan, maks ‘biaya - penalap.;m gakhat:
dibayarkan setelah pCI‘Ja;alld_n dinas selesai dileksanakan. —

Pasal 12

1) Dalam hal umlah hari perjalanan dirigs yang dlpe;gg@__':__:w_ terRyat
( ) dari Juxflfah yang dltntapkan dalam SPP‘, - maake
" Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan. Angdotd, uDP!
ﬁ&";nﬁ bersangkutan wajib menyetorkan kembali ke}ebihan uang?k; Pian:
*‘s&“ a diterimanya., N h
. (2) Dalam hal harga tiket yang dzperoleh temya,ta .dibawal ~harga.
it tercantum ‘dalam Standar Biaya yang dltctapkan, rpaka
* Negara/Pejabat/PNS/ PTT serta Pimpinan dan'. Anggota ‘PPRI
bersangkutan wajib menyetorkan Kembali biaya tiket yang dxtemmanyas-ﬂ

Dalam keadaan luar biasa. apabila terjadi penundaan kegla‘tan‘:qgg
(3] mendadak oleh p1hak penyelenggara dimana tiket sudah dlperﬁlek;, 1gkal
tiket untuk kcbcrangkatqn dapat "dibayarken dengan memberu«:a:p-.g Xietes
pembatalan kegiatan. - __v_:, 2% - ‘

* BYB 1V ' o
DOKUMEN PERJALANAN DINAS DALAM}DAER&H &
: DAN LUAR DAERAH 4
b ] : Pasal 13- -

_-WAMND‘ P— e -

1). Pejabat Negara/Pejabat/ PNS/ PTT 'serta Pimpinen, dan Anggoia DPRB: Vo]
: a2 mg?akulcangperj/alanan dinas dalam daerah dan luar daerah ‘}@rus mgmuh o
1 ! dokumern perjalanan dinas. _ . 4-

(2) Dokumen Perjalanan Dinas sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) mehput1 -
a, Dasar untuk melakukan perjalanan dmas, . o
b. SPT; dan. 4 ~&
C,. SPPD . TR 13

(3) Penandatangan SPT dan SPPD sebagal berikut :
. a.-Untuk SPT, C
Q 1) Bupatl dan Wakil Bupatl di tandqfangam oleh. Bupati.
2) Sekretaris Daerah, ditandatangani' oleh Bupati, .apabila: Bupati. tldak .,
‘ada ditempat dapat dltandatangan‘ olzh Wakil Bupati. .
[ 3) Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala antor/ﬁDn"elrtur/Ste‘uﬁt :
' . Ahli, ditundatangani oleh’ Bupat:, dalam hal Bupati tidak du:crnp@
; dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati dan dpabua Wakil Bupati* t;dgl;
ada ditempat dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
4) Pejabat Esclon III, Esclon 1V, PNS non cselon dan PTT, dltandatanga“ma;g-
- .oleh Kepala SKPD:yang )ersangkutm &
: 5) Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh:Ketua DRRD; @,}?gbﬂ&w g
% ' C Ketua DPRD tidak ada chtempat dapat dltandatangam oleu Wakil ‘Ketua,s
DPRD yang dltetapkcm /ditunjuk oleh Ketiia DPRD,

b, Untuk Surat Perintah Per jalanan Dinas (SPPD).
| 1. Bupati dan Wakil Bupati, ditandatangani oleh yang bersangkutan.
2, Sekretaris Daerah, difandatangani oleh Sckretaris Daerah.
.3, Pimpinan dan Anggotfi DPRD, dltandatangam oleh Sekretaris Dewan.
o 4. Képala Dinas/Kepaly FMc'fan/ l\e}m? Kantor/Dirextur, altandatangam
5 b oleh yang bersangkutan.
é 5. Pejabat Esélon I, Eselon 1], [b( ion IV, PNS nen eseion dan PTT,

dilingkungan Sc;crefarlat Daexaj d
dilingleu 1, 1tandatangam oleh SPkretarls
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6,‘chaba't‘Ese10n’ 111, Eselon 1V, PNS ron eselon dan PTT SKPD lainnyd; .
ditandatangani oleh Kepala SKPD yang ‘bersangkutan. ‘ :

(4) Ped&nan Penandatanganan SpPt dan SPPD khusus program/kegiaten ppada T ""’
Sekretarigt Daerah, Sekretariat Dewan dan SKPD mengacu sebagaimapa - -
‘tersebut pada ayat (3). S o
PERJALANAN DINAS LUAR NEGE] A

| , o T P,%;.al 14 e I AR
. e N £, *

(1) Perjalanan luar negeri dilakukan dengdp sangat selektif, hanya nutuk

kepentingan  yang sangat  prioritas/ penting perkaiten dengan:¥

, penyelenggaraan pemerintahan  dengan mempergunakan dokumen-.." ;.;ﬁ
'i perjalanan dines luar negeri. ,
(2) Perjalanan dinas luar negeri yang diniaksud pada ayat (1) berkaitan dengan: "¢

a, Pendidikan dan pelatinan (training); , . . F

b, Seminar/lokakarya/konferensi atau scjenisnya; | )

| ¢, Promosi potensi daerab; , '
" d. Kerjasama daerah déngen pifiak luar negeri; SR
e. Kunjungan persahabatan /kebudayaan. R

-(3) Perjalanan dinas yang perkaitan dengan perterauan intcrnasipn<a;?;d§ﬁ.h.,‘“
penandatanganan perjanjian internasion:l perlu pertimbangan MEnte

-

terkait. : . o
(4) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagéima‘na dimaksu_p’i madaayat{”;l)vﬁ >
meliputi: = * L

- H,.,.,__.,b_:,.ﬁn__@

4. Surat izin Pemerintah, _

b‘a}’agport Dinas (Service Passport) dan atau Pasport yang di ;g:r;_bitkan!_;zelqyigg
instansi yang berwenang; P I

. c. Exit permit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ppdang_an;

! d, Visa sesuai dengan ketentuan peraturan pemhdang—undqngén.

(5) “Perjalapan - dinas luar negeri untuk kepentingan Seminar, Simpesinm,
Keonfrefisi, peninjauan. serta studi banding keluar negeri harus dibatasi dam;
a.ﬁiﬁseleksi dengan ketat sesuai ketersediaan dana dalam DPA-SKPD dan’ atag: - .
‘dgsar manfaat yang ditimbulkan untuk kemajuan pembangunan daerah.

4 N | BAB VI :

TATACARA ADMINISTRASI }’ERJALANAN DINAS LUAR NEGERF
- Pasal 15

(1) Bupati dan Wakil Bupati relakuian perjalanan dinas luar negeri terlebih:, o
L. dahulu harus mendapatkan izin dari Presiden Republik Indonesia melalti’
5 Menteri Dalam Negeri: A

. & .
(2) Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, Sekreteris Daerah, Pejabat Esclon il
Eselon 111, Eselon IV, dan PNS non eseion yang melakukan perjalanan ‘dingg
| llff Iuar negeri terlebih ‘dahulu harus mendapat ‘izin dari ‘Menteri .Dalamy
egeri. cA, o i

(3) Surat Permohonan-lzin perjalahar dinas luay n'egeri pejabat/PNS non e o
oy P SIS 3 L) selory
: ditandatangani oleh Bupatl atau yang diberi wewenang oleh Bupati
. ditujukan kepada: ' ' & upatl
_ a. Presidey Melalui Menteri Dalam Negeri, untuk permohonan - izif
@. . I;fberangkatan Bupati dan Wakil Bupati;’g P ononan - 1z
. Menteri Dalam Negeri untuk Ketua, Wakil Ketua serta Ang - -

H . N g . o <ly [or® < ¢ 1 ta DPRDd : N
Sekretaris Daerah,. Pejabat”E ‘ o [ANEE0 92

ooy, aerah,. Pejabat L!selon 1, Eselon 'II‘I, Eselon IV dar PNS R

e

G
¢
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{4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat . v s
a. Neima dan jabatan; _ : .
b. NIR bagi pegawai negeri sipit _ S

, c. Kota/negara yang dituju; ¢ :

1 d. Waktu pelaksanaan; ) R

_'e, Sumber pembiayaan; L oy
f. Urgénsi kunjungan, rincian prolgram,'jumlah dan nama rombongan. co

3 "

Pasal 16

‘Syrat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilampifi® - -
dengen dokumen sebagai berikut ! , :
a. Pendidikan dan Latihan/Training. | o
1, Dokumen Program Pendidikan Strata 1, Strata 2 dan Strata 3, me,hpu;ni; e
a) Dokumen /gurat yang meniberikan keterangan _sumber pemaiﬁ}{%ﬁ,
elgma pendidikan, antara lain DPA-SKPD, surat jainingn dari SPansor, = -
at‘,a".u,kontrgk/perjanjian/MoU. e o ,
b) Surat komfirmasi dari negara yang dituju antara lpm daripergyruan E
i tinggi yang menyatakan bahwa yang hersangkutan feiah diterima untuk
melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut; o
c) Surat pernyataan yang ditendatangani di eias J_rr;ateraj untuk tidak. -
' mengikuti kegiatan-legiatan di Luar izin yang dlbprlkan; oo
d) MoU kerjasama Daerah dengan puhek luarnsgerl.

AS 2. Dokumen. Program Pelatihan (Training), meliputi : N S
O .a) Dokumen/surat yang ‘memberikan keterangap surnher | pembigyaan - £
) selama pelatihan (training), antara lain DPA-SKPD, surat Jamm‘an dari -
sponsor, atau kontrak/ perjanjian/ Mol ' i
b) Surat Konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonggia dan atau:
lembagadi unegara vang ditwin  yang meny&atakan t?ahwa yang -
bersangkutan telah diterima untuk mengikuti studi baridingj
¢ Proposal/kerangka acuan kerja. 0
b. Studi Banding; :
" Dokumen studi banding meliputi
1. Dokumen/surat yang memberikan kéterangan sumber pembiayaan selama

studi banding, antara lain DPA-SKFD, surat jaminan dari sponsor atall
kontrak/perjanjian/ MoU. .

4 " o Surat komfirmasi dari Kedutaan Beser Republik Ipdoneéié daa. atau@
@ . lembaga di negara yang dituju yang menyatalan bahwa yang bersangkutand
: telah diterima untuk mengikuti studi banding,. | y

3, Propusal/kerangka acuan kerja. -
c. Konfrensi/ Lokakarya/seminar atau sejenisnya;

Dokumen konfrensi/lokakarya/ semihar atau seienisnya meliputi:
1, Surat Unidangan dari penyclerggara konfrensi/lokakarya/seminar ateu-
sejenisnya di luar negeri kepada yang ber sangkutan.
2, Dokumen / surat yang memberilen keterangan sumber pembiayaan
selama Konf;epsi[_-1_331{3]{2;1‘}{%1/5eminar atau sejenisnya, antara lain "DRA-
»  SKPD, surat jaminan' dari sponsor, atau kontrak /Perjanjian/MoU.
d. Promosi dan Poterisi Igperah; E
Dokumen Pr_om'qsi Potensi Dacrah,meliputl: .
l.ﬁDokl:‘lm(?I;/ sufat yang mem berikan kelerangan sumber pembigyaan selama:
Promosi Potensi Daerah, antara lain DPA-SKPD, surat jamingn dari’
) gs.ponsor_, atau-kontrak / perjanjian/ MoU, o
2. Surat’ undangan dari pen clenggara promosi di luar negeri | ‘
R Pemeintah Paerah. . ¢ b . ’ & cepada.
_Surat konfirmasi darj Kedutaan Besal Republi ia di ’
B tvaly } Kewulae publik Indonesie di negara yang
dituju dan surat- dari pihak penyelenggara promosi di luar hcgi'_‘}rj ygﬁéﬁ

menyatakan bahwa pihalgRemerintah Daerah telah diterim: S
melaksanakan promosi. &i rtal :al Ell_tcnmd untuk dapat - g

- i |
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4, Proposal/kerangka acuan kerja. | ' B
5. Rekomendasi instansi terkait di pusat tentang keikutsertaan Daerah.

€. Kezjaéama Daerah dengan Pihei Luar Negeri;

Delsujnen kerjasama dacrah dengan pihak luar negeri meliputi:

1. Dokumen/surat yang memberikas, keterangan-sumber pembiayaan anjara-
aminan dari sponscr, atau kontrak/ perjanjian fMoU. " -

lain DPA-SKPD, surat ] .
2. Surat undangan dari mitra kerjasama di luar negeri bila ada,

3. Surat konfirmasi dari Kedutaan' Besar Republik Indonesia di negara yang
dituju dan surat dari pihak Juar negeri yang menyatakan bahwa -pihaks:

b

Pemerintah daerah telah ditérima untuk melaksanakan kunjungan dalam‘ R

rangkakerjasama. .
4, Rencana kerjasarpa/kerangka acuan program kerja.
f. Kunjungan Persahabatan/Kebydayaan;

Dokumen kunjungan persahabatan/ keblidayaah meljputi

1, Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaart- selama.

kunjungan persahabatan /kebudayaan, antare lain DPA-SKPB, surat™

jaminan dari sponsor,atau lontrak/perjanjian/ MoU. '
2. Surat undangan daii pihak/lembaga/badan diluar riegeri.
3.Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesja di negara- yang,

dituju dan surat dari pihaic luar negeri yang menyatakan bahwa pihak™

Remerintah Daerah telgh diterima untuk melaksanakan kunjungarr,
i ) - . - Pasyl 17

(1) Permohonan izin sebagaimana aiméksud dalam Pasal 15 ayat (3) harus
diterima selambat-lambatnya 14 (empat helas) hari sebelum keberangkatan;-

kecuali- untuk hal yang sangat mendesak guna untuk ‘mendapatkan”

rekomendasi perjalanan dinas luar negeri.

(2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dima;{gud pada ayat
(1) digundkan sebagui pertimbangan unluk memperoleh izin Remeriatah.

~Pasal 18

(1) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negm*a/Péjglgat_/PNS-/P’I‘T_ vang mengikliti

pameran/ promosi'di luar negeri sebagaimana;gimaksud dalam Pasal 14.ayat"

(2) huruf c diberikan : g _
a, Perjalanan dinas untuk mengikuti” acara pameran /promosi maksimal
untuk 5 (lima) orang atau sesuAi kebutuhan,
- b. Uang Harian perjalanan dinas luar negeri diberikan maksimal & (lima) hari-
atau sesuai kebutuhan.
. +C,. Biaya transpertasi berupa tiket angkutan darat-dan/atan pcsawat pulang
dan pergi. ‘
(2) Perjalanan dinas luar ncgeri vang dilakukan secara rombongan djbatasi

jumlah anggotenya paling banyak 5. (lima) orang termasuk pimpinan

rombongan, hanya yang bidang tugasnys sangat terkait dengan substansi -

yang akan dibahas atau scsuai dengan dzgkumen pendukung.

(3) Jangka waktu perjalanan dings lual :%h?‘egeri paling lama 7 (tﬁju-h) hari’
kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung '

- .
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pada lampiran III Peraturan Bupati Rokan Hilir ini. = »

(4) Uang Harian dan tiket Pejjalapan Dinas:{juar Negerj stbagaimana te:‘-caﬁtnﬁif; i

(5) Uang harian sebagairnanéi dirnaksud pada ayat 4"_ dicol . .
tingkatan yaitu - : ayat (4)" digolongkan dalam ‘4

a. Golonga : ati. Waldl : " o e .
oo aganA gupﬂtl, Walkil Bupati, Pimpinan DP_RD dan Sﬁkrctang:=

b, Golongan B . Pejabat Escion I g:(an Anggota DPRD
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c. Golongan C PNS Gol. lil/c sa;f;jpai dengan Gol. W/b
" d.Golongan D : PNS sampal dengﬁn G%Q.Ill/b.

Pasal 19:
Merniteri Dalam Negeri mener skan rencana nerjiglanan diﬁa_s luar negeri kepagda
_.pejabat yang berwenang mengeluarkan. pasport, exit permit dan rekomendasi
visa setelah mendapat izin Pemnerintah.

Pasal 20
, (1) Perjelanan dinas luar negevi tidak holeh dibiayai olel pihak swasta, lsqgualx 5
’ apabila biayaersebut sudah. ditetaplcan dalam perjanjiail/dokumen anfara Gy
pihak swasta dengan pihak Pemc§intah. : . E

(2 Biaya dapat dibebankan melalui APBD dengan | mempertimbangkan

kemampuan dan ketersediaarr mata;anggaran pada APBD dan atau sumber k...

; lain yang sab. o
- Pasal 21 -
'.h Setcléh mendapatkan izir pemerinian, paspor, exit permit dan rekomendasi ..

visa, Pejabat Negara/ Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan gian Anggota .
DPRD yang melakukan perjalanan dinas quar negeri segera m_c-nglrlmkanriggrat_
Permberitahuan kepada Depertcmen Luar Negeri melalui Direktorat Konsuler di -
Jakarta guna diteruskan kepada Kedutaan Besar/Perwakilan Rl di Luar Negesi
untuk melakukan perlindungan atas hak-naknya dari kemunglginan hal-hal w

yang tidak dikehendaki.
| A BAB VII .
t . PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
. Pasal 22

- A (1) Pejabat WNegara/ Pejabat/PNS/Pegawal “Tidak Tetap yang melakukan
© . perjalanan dinas dalam dan luar daerah s;:]ambat-lambatnya(dg.,lam-waktulﬁa
{lima) hari kalender sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas wajip
menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Fejabat yang”
memberikan SPT dan/atau SPPD. -

(2) Pimpinan dan Anggota DPRL yang melakukan peralaran dipas dalam dan
lugr daerah selambat-lambatnya dalam wakin 5 (tima) hari kalender. $ejak:y
berakhirnya waktu perjalanan dinas wajib irenyampaikan laporan tertulis

hasil perjalanan dinas kepada Pimpinan yang memberikan SPT.

(3) Pejabat .dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas luar
negeri selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima. belas) hari kalender sejak,
lkedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil
perjalanan dinas kepada Bupati. ~

{4) Bupati dan Wakil Bupali yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri-
selambat-lambatnya dalam wakty 15 {lima belas) hari kalender: 'séj&al;:‘

; kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan lapcran tertulis hasil
perjalanan dinas kepada Presiden Republik lridonesia dengan témbusan
kepada Wakil Presiden. \

__i' - {5) Pimpinan dan Anggota DPRD vang melakukan perjalanan dinas luar negeri
selambat-lambatnya .dalam waktu 15 (lima belas) harl’ kalender- sejak
kedatangannya di Indonesia- wajib menyampaikan laporan tertulis h'aisii
perjalanan dinias pada Ketua DPRD dengan tembusan kepada Bupati , “

-.1—":;1_ A
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"6y Pejabat negara/Pejabat[fPNS‘/m serta’ Pinipinan den Anggota DPRD yang. - w
melakuken  perjalenan . dinas . wajib  menyampaikan dokumien
' pértanggungjawaban biaya yang terdiri dasi: _ ‘ |
s « a.SPPD yang sudah ditand atangani (divisum) cleh pejabat di tempat taivan '
: da;l‘dikctahui oleh atasan.langsung pejabat yvang melakukan pcr‘]aaﬁan '
. dinas; : T -
b. Perhitungan SPPD iﬁmpung-sebagaﬁmana tercantum pada lampiran W
" Pgraturan Bupati igi;
ﬁ’:c ket pesawat, By o :
*d; Laporan perjalanan  dinas  yang difandatangani oleh Pejabat

¥ -“Ncgara/?ejaba{:/PNS/'P’-T’l‘ serta Pimpinan dan Anggota DFRD vang telah-
¢+ melakukan perjalanan dinas. *
X o
4
BAB VIII '
KETENTUAN PENUTUP
__— - : Pasal 23
,}k Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Keputusan 3upati Rokan Hilir -

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Felaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat
Negara, Pejabat, Pegawai Negcri 8iril, Pegawai Tidak Tetap dan Piapinan Serta
. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Tingkungarn Pemerintahan Daerah
: Kabupaten Rokan Hilir {Berita Nacrah Tahun 2011 Nomor 17), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi. ' L

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulal berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundapgan qra;uraniaupa,tié’?f" o3
ini.dengan penempatannya dalam Berita Haerah Kabupaten Ro gn Hilir. o

Diundangkan di Bagansiapiapi
| Pa(l_ﬁ tau.ggal':s Janueari 72013

K ;,ﬁ)\ ARIS DAERAH ‘ " "~
Q

: EN ROKAN HILIR,

EERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HIL
TAHUN 2013 NOMOR "
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LAMPIRAN I .
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR? 3TAHUN 2013

TENTANG - : -

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEJABAT -
PEJABAT, PEGAWAI NEGER! SIPIL, PEGAWAI TIDAK TEEA%G%}‘:%
PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

.

DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH < ABUPATEN ROKAN HILIR '

. FASILITAS TRANSFORTAS PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Uralan

T .. Traunsportasi ﬂ_
Udara L Darsat.
i

Bupati/ Wekil Bupati L Risnis . | Super Eksekut

cheibe}_ Eselon Il.a | __‘____‘

PRS———

‘ No

1 0

5 | Ketua/Wakil Ketua DPRU ﬁ Bisnis r Bksekutil |
—f\" .
Y 3. y y "

: :

" Ekonomi__

....._--_..—-_P__,___—--—--

: h] —-—.r__?".—d_——d_-_'i. .
Pejabat Eselon 1L.b / Anggota DPRIY_ |

i

" Ersckutif

i e —

Pejabat Eselon 111

ol

o Jorl

________.___-’——-—--
Ekonomi __

Ecjabat Eselon IV

-3

an
oo

Staf G@%@_’iﬂ | Ekor

JE—————_ S
—_ .
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LAMPIRANTl
PERATURAN BUPATI ROKANHILIR., -
NOMOR: 3 TAHUN 2013 < 5
PENTANG |

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, T
PRJABAT, PEGAWAl NEGER! SIPIL, PEGAWAL TIDAK TETAP 'DAN:

PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH -

B LINGKUNGAYN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ROKAN

%

b. Sekretaris Daerah | 2.500.000,00
c. Eselon II/ Anggota ' 2.000.000,07 |

DPRD
d. Eselon IIl {,700.000;00 | 1.£00.000,20
e. Eselon IV 1,400.000,00 | 1.200,000,00

f. PNS Non Struktural 1.100.01’)0,(}0l 1.000.000,00 | 90G.00C,00

| IBU KOTA- PROPINSI
RIAU/]BU KOTA
KABUPATEN DALAM
PROPINSI'RIAU UANG
HARIAN (UANG
| PENGINAPAN, UANG
| MAKAN, UANG SAKU DAN
UANG.TRANSPORTASI "4 ..
LOKAL) PERHARI TR
a. Bupati/ Wakil Bupati, 171,500.000,20 |
Ketua /Wakil Ketua ;%é@s.
DPRD E
'b. Sekretaris Daerah 11.250.000,00 |
c. Eseclon Il/ Anggota ¢ 800.000,30 |
DPRD - . :
1. ° , .
d. Eselon Il _ 700.000,00 |  650.000,00
| e. Eselon IV _ 600.000;00 {  550.000,00
f. PNS Non Struktural 500.000,00 | 450.000,00 | 350.000,00.

SERJALANAN DINAS KE .

%’ Ky . 1’:;.‘ J::';"w
-, . - STANDARISASIBIAYA PERJALANAN DINAS G
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAR HILIR TAHUN ANGGARAN 2013
: e ¥ ) g
§0| - . URAIAN 1 BIAYA PERJALANAN DINAS __
T & : Gol.IV (Rp) | GolMI (Rp) | Gol.I (Rp) T aolTiRp)
- 1 2 BN ) 4 - | 5 &
"1 | PERJALANAN DINAS KE |
» L |IBUKOTA >
- NEGARA/IBUKOTA e
& "PROPINSI LAIN UANG. - .
ARTAN ( UANG SAKU,
UANG MAKAN DAN UANG ._ |
PENGINAPAN] PERHARI _ )
a. Bupati/ Wakil 3.000.000,00]
N Bupati, Ketua /Wakil
Ketua DPRD

'300:00C

i

et
=



-2

'PERJALANAN DINAS KE

IBU KOTA

* | KECAMATAN/TEMPAT

LAINNYA

a. Bupati/ Wakil Bupati,
‘Ketua DPRD/Wakil
‘Ketua DPRD

b, §ekretaris Daerah

c., ﬁfsclon I1/Anggota
DPRD ‘

d, Eselon Il1
e, Eselon IV

f. PNS Non
Struktural

700.000,00

660.000,00
500.000,00

400,000,600
s

350.000,00

300.000,00

375.060,00
325.000,00 |
275.000,00 | 250.000,00 |.:22

DALAM KOTA
BAGANSIAPIAPI

TRANSPORTASI PERHARI

‘. Bupati/Wakil

200.000,00

200.000,00 | 200.000,00

W

Bupati,Ketua/Wakil :
Ketua DPRD, Sekda, -
Eselon II dan Ariggota
. DPRD o
| b. PNS sampai 100.000,00 | 100.000,00 100,000,00 | 100.080.(.
¢ *33 dengan Esclon I ' F : v

' 2
4, TARIF UAN

G TRANPORTASI DARAT (PP).

Ne¢ | Kabupatep/Kota/ Kecdrmatdp Uang Transporasi
: - L _L{Rp)
1 i ’ ) ; S
1. |Padang 400:000,002
2. {Medan _ B 400,000,000
3. | Pekanbaru ) 330,000,090
. | Kampar ) 370.000j00: *
5. | Rokan Hulu 450.000,007]
6. | Dumai | e 170.000,00) *
7. | Bengkalis ' 370,000,080
8. | Siak ‘ 370.000:00.|
9. | Kuantan Singirgi 470.000,00°
10. | Pelalawan _ 450,000,600
11, | Indragiri Huju - e 470.000,00
12. | Indragisi Hilir 500.000,00.|
13, [ Meranti 60000000,
14. | Simpang Kanan T 320,000,064 .
15. | Pasir Limau Kapas 220000’03 o
16. | Rubu ~~170.000,0004
17.] Sinaboi . 140.000.00F
18. | Rantau Kopar gg(j;r_)'ooroé ;
19, | Bagan Sinembah ) | 1?0-00 .
: 30. Rimba Melintang ) . — ‘40.008,38
1 : 2o’ T s
Bangko Puseo 140.000,00
H



g T . S T S e
____—_—-_.————,‘——'—-—‘—'-—-— "

r_].: - 1 ’_—'_—_ - 3 %
272, | Batu Harapar L 140.000,00
23, | Pujud 170.000,00 |
34. | Tanah Putih 'LMelawar . o 140.00Q;00
55, | Tanah Putih ” T 140.000,00 |

1.26. Pekeitan o 170.C00;00¢k

127, Kubu Babussalam _ . 170.000,00".

. [287] dst coereeerereren . o . Biaya Menyesuaikan |

3. TARIF UANG TRANSPORTAS] 'JDARA (PP)
vl :

dst ............ e

qn | Biaya Menyesuaikaij

No. Tujuan 'lransport {dayi Pku — . KEeepres)
. | ] Bisisis Fkonorai s
1| AMBON - | ~ 14.500.000,00 8.500.000,00:4
5 |BANDUNG .. . - =700.000,00 | __3.460.060,00 ¢
3 | BALIKPAPAN T T0260.000,00 | 5.070:080, 001
2 |BANDA ACEH____ ~£500.000,00 | __3.709.090, 003
5 | BANDAR LAMPUNG ﬂ 2560 000,00 | 3.210.000,00-
5=—-6 "BANJAR MASIN 1 8 400.000,00 | __ 4.390.000, 00°
7 | BATAM . 4.500.000,00 T2.000.600;00°
T8 TBENGKULU _ ” 500,000,060 | 3,500,000, 00}
b_- BIAK 15.880.000,00 [~ 8.210.000,00;
10 | DENPASAR . 5£00.000,00 | 4:620.000,( 00"
- 11 -] GORONTALO. . 8.750.000( 00 5.400.000, 500,00
12 [JAKARTA . __ SRR W~ 920.000,00| - 2. 7 .820.000,00
I3 TJAMBL & L ~7.000,000,00 | _.4.210: 000,00
T4 | JAYAPURA T8 200.000,00 |8 620,000'@@»{};“ .
. {15 [JOGJAKARTA- - 7.500.000 00_’ 4 400;;_)99‘,9@ ’
. |16 [KENDARL .- 70.490.000,00 | 5.900:000:08|
3§ [17 | KUPANG | 10.800.000,00 [ " ©. 100'0@0‘1(1@,.
¥ |18 | MAKASSAR ~T7 " 8.850.000;00 L’ 5.800.0007084
19 TMALANG __3:‘3:? 7.300.000,00 3.790.000;,08:}
20 | MAMUJU. "8.850.000;00 5.400.000,09 |
21 | MANADO ~ 13.140.000,00 6.170.060,00 |
52 | MANGKWARI ¢ 500.000,00|  11.500.000 00 -
23 | MATARAM 5150.000,00 |~ 4.590:000,00 ¢
54 | MEDAN . _ ]; 4.000.000, 00T 2.000:000,00°
25 | PALANGKARAYA % 220.000,00 | - 4.390.000,00
56 | PALEMBANG 7.000.000,00 4.200.600,00 |
57 {PALU___ . i 9.500.000,00 5:800:000;00
58 | PANGKAL RINANG =510.000,00 | __ 3.680.000;00 |
29 | PONTIANAK ~7.710.000,00 | 4.220.000;00 |
30 | SEMARANG 6.290.000,00 3.720.000,00
31 | SOLO 7.290,000,00 3.850.000,00
32 | SURABAYA 3.640.000,00 4.120,000,00
33 | TERNATE 11.350.000,00 | __7.500:000,00
34 | TIMIKA 15.560.C 000,00 8.160.000,00 |
35 Biaya Me
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LAMPIRAN 111

3

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

a

H NOMOR;: 3 TAHUN 2013
| TENTANG : : , :
. TATA CARA- PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, .
PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWATI TIDAK TETAP DAN
PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN Pme;}Ku@y RAKYAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ROKAN
A, SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORTASI LOKAL, UANG
MAKAN DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
o {dalam USS$). -
NO_ NEGARA GOLONGAN | 3
; - Gal. A Gol. B | Gol. C_| Gol. DY)
i 2 3 4 5 6 .
' “AMERIKA. UTARA’ ’ _ : ; ,
1 [Amerika Serikat L 523. 470 415| , 342
. 2 | Kanada _ ' 443 401 ‘366 . 306-
TAMERIKA SELATAN — o A
3 | Argentina . 391 274 .-:940 240-
"4 | Venezuela L4501 320 <1285 285,
5 | Brazil 3| .57 432 338 | 289 240
6 | Brazil P a 4ll 313 268 2211
7 _| Columbia ¥ 382 . 278 238 220
! '8 [Peru S B i 2741 . 1435 224
. O | Suriname _l 349 202 3501 . 206
| 10| Ekuador ~ 364 270 240 240
" LAMERIKA TENGAH . e .
. 1117} Mexico ) 425 315 280 280
12 ['’Kuba 7402 302 | . 259] 220
o 13 | Panama | & 410 304 270 270
’ EROPA BARAT o . T
14 | Austria T ~ 500 450 316 316
15 | Belgia __ ] 462 . 416 280 280
16 | Perancis S 508 461 380 386
17 Rep,Federasi Jerman 439, 408 280 286 |-
18 [Belanda  fdx: 459 413 270  270)
107 Swiss 505 453 __ 320 320
o e b
f : EROPA UTARA™ R
20 | Denmark 468 424 273 240
21 | Finlandia 2449 106 352 312
| 22 | Norwegia B 513 462 286 285
| 23 [ Swedia | _ 462 433 340 340|
B 24 | Kerajaan Inggris 583 531 430 430
‘ EROFA SELATAN
25 | Bosnia Herzegovina 3521 417 3321 332
g? Is{foasm] 479 441 3511 351
: Panye: 453] - 410] _ 285] 285
f ; ﬂ




3 ¥

I o s fnas

1l Lo
28 | Yuhani 240
29 | ltalia 37k %
30 | Portugel 240N ¥
Fl | Serbia_ BT
[ _|EROPATIMUR . 1 , K
32 | Bulgaria 402 | 364 | 318 |~ .. 28BH
33 | Czech 422 387] 329 2008 "%
34 | Cekoslowakia ——Jr 417 378 | 337 | w299 ¥
35 | Polandia L 397 \ 358 311 2|
36 | Rumania 2 Y 378 311 976 - :
37 | Rusia . T 552} 509 405
38 [ Slovakia " 425 384 333 6y -
39 | Ukraina a2l 379 326 ¢ 72891
AFRIKA BARAT o 1 IEL
40 | Nigeria. " T 357 Ta10 | 290 200G . .
41 | Senegal _;___ﬁ;__,__, T 330 k 973 | . 204| 200"
- AFRIKA TIMUR 1 \ T =
.| 42 | Ethiopia — la 308 254 190 | ©_ 166,
23 [Kenya . —— T 7§ 330] 2761 204|195
44 Madagaskar - 202 " 241 180 180" "
35 | Tanzaia 326 5601 72011 18F] %
46| Zimbabwe 381 241 214\ 211
47 | Mozambique _ _ 315} 2601 - 310 [ 210
~TAFRIKA SELATAN , , = B
48 | Namibia “ 296 244 | - 183 160
49 | Afrika Selatan- — 200 248 200 - 200 |
| AFRIKA UTARA | ) |
» [ 50 | Aljazair 338 305 285 285
51 | Mesir - 364 270 210 | 185
50" | Maroko . 300 284 190
2] 53 Tunisia 288 238 185, . 185
+1°54 | Sudan ] 338 279 203 183
155 | Libya 304 251 187) 164
ASIA BARAT — 3
56 | Azerbaijan o 291 456 363 363
57 | Bahrain - 401 283 220 207
58 | Irak 393 280 218 200
[ 59 | Yordania I 361 251 195 195
60 | Kuwait | 4001 28| 255 255 - .
61 | Libanon ‘, 353 264 205 185
62 | Qaiar | 351 254 198 195
63 Arab Suriah __l’ 354 254 | 198 195
64 | Turki » 361 267, __ 208 187
{65 | Pst.Arab Emirat T as5] 320 300 . 300
66 | Yaman . 349 238 05| 105¢
67| Saudi Arabia. ] 387 273 5131 200 :
68 Kesultanarn Oman . 355 551 1957 1«84




L

4w by WRE PR g PR g ¥
1 2. 3 4 5 6
ASIA TIMUR t ] '
69 | Rep.Rakyat Cina 374 235 05| 20854 - -
70 | Hongkong . ool 468 285 285 285 -
71 [Jepang . ' 515 300 2607 7 260
72 | Korea'Selatan . 417 232 205| 2951 °
73 | Korea Utara — 391 235| . 205| 205
ASIA SELATAN, _
74 [Afganistan. 381 2231 171. 171
75 | Bangledesh . . | __ 335} 193 | 165 165
76 | India . ‘ 384 260] 240 240¢|
77 | Pakistan . ., - 339 200 | 180 180
78 | Srilanka T 344 198 165 165
70 |lran _ , 347 257 200 180:
.| ASIA TENGAH ~ | . R
+ . . | 80]Uzbekistan 0 383 349 285 258y
81 | Kazakhstar _ 452 L 417 | 332|332 "
i QRIS : e :
® ASIA TENGGARA . - ) vl
82 | Philipina ¥ i _ 408 275 920] . 220
83 | Singapura ; 420 287 22215 220{
. 84 | Malaysia o 377 n50] . 210 [ 2100
85 | Thailand - 3£8 272 .QCo W 208
86 | Myanmar i 364 247 7195 195
. |87 | Laos v .. 316 259 ""200| 195
88 | Vietnam 379 262 F202) 195
180 | Brunei Darissalany 4. 370 253 195 195.
90 | XKamboja 292 220 195 195
191 | Timér Leste ;‘%‘fg L 388 351 227 . 195|.
~ [ASIAFASIFIK & |
02 | Australia R "235] 400 270 370
[ 93 | Selandia Baru 388 2431 .0 220 220
® [ 94 [Kaledonia Baru . 421 384 . 274 223
95 | Papua Nugini ) 381 . 350 235 191
96 | Fiji 259 | 326 219 178
B.SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
J — . (dalam USH)
| MO NEGARA .‘ ~ GOLONGAN
: "~ | Eksekutif | Bisnis | Ekonomi
AMERIKA UTARA 1
1 | Chicago : _ 7.189 5.448 3.587
2 _[‘Houston L 7197 5404 | 3501
3 |Los Angeles ' 7.693 4365 . 2.853
T gplewrons. —10.049] 5742173753
S _lOttawa 5374 4,103 | 3.357
6 .}:San Fransisco 7.419 4,240 2.771
L 7 4|bofonto " — 119, 4240 277l
5. Y L 2.931[ " 2.238] 1.831
P - g’i‘”i_%@i‘;ﬁuver ‘ ____6.721 4.393 2871
S e L = . rl}ellyes13a1ka:n menyesuaikgn | mer.yesuaikan

' %
15 - C
1



. 'Paramanbo
16 | Santiago ¢ de Chile
17 Quito L
18 jdstic.ecee ST .
. e .
AMERIKA"'I‘ENGAH o . p
Y "0 | Mexico City . .1} .
AR 21 Havana o 14.7¢
“Panama City 23 _'__._...:Jr,i‘if;
24 :
25 Brussels _________ 14 ‘
26 Marscl‘les 4 ‘
97 | Paris . eR
5g | Betlin__ ’ S -4.557 ’
29 | Beru’ o i B 4355
30 |Bonn_ - —— 2 __5._3;20 3753
31 | Hamburg . .- — T 71093 74,403 3.825
30 | Geéneva L " 8.035 4,088 4.333
33 _| Amsterdam ' | ~ 6177 31834 3.331
34 L dst.crgemreeeere o menyesumkan menyesupﬂcan menyésual.k@n a
_______,_____-————._'_____.___ﬂ__. o
TEROPA UTARA )
35 | Copenhagen I 4 294
36 | Helsinski .
37 [Stockholm
38 |London '
1,39 | Oslo .
1740 [dstiereneene i
= [EROPA SELATAN __.
. F7a1 |\@arajevo A '
~4D | Zagreb ___ﬂ gs]94
43 | Athens. . ~ B! OaL ¢
| 44 Lisbon o 3-.383
# 45 |'‘Madrid S . ) 3631
s | 46 | Rome T raar] 43| 3850
* [[a7 |Beograd 1 9.921 6.158 | 5350
48 LSl eererrrinnrnsneaes L -\;_mcnyesuaﬂ{an rnényesualikan “mcnyesua xgan
EROPA TIMUR T | \ - |
49 | Bratislav . N e
S [Buzhases \ o 4341 | % BATS
51 [Kiev : - 4734 413
=T : A, . 9.630 5.978 | 5.103
0SCOW ' 19537 5.920 | 5.143

€S

;C‘ara.cas L e




%
-

W

- : o Booes B S S T N
1 2 3 4 G3
53 | Praque ) 6.400 3.972 3.451.
54 | Sofia o 6.567 4.076 - 3.5417
55 | Warsaw 6.392 2.968 3447 |
56, dAsteeeercirrieneeens menyesuaikan. menllyés'.iaikan merljrenuaik'and
As R
AFRIKA BARAT 4 L B
57 | Dakkar 12.900 0.848 8:555.
58 | Abuja 10,280 7.848 6 B8 ‘_
50 | dst..... menyesuaikan menyes.uaikan meﬂyesuaﬂ'qn ’
AFRIKA TIMUR _ L
{760 | Addis Ababa ) 7.472 5704 1% 4.955%
61 | Nairobi 7,966 | 6.081 5.2831].
. 62 [Antanenarive. 11.779 §991[ 78l
[63 | Dar Es Salaam 3645  6.599] ~ 5.733
64 | Harare L " 8.666 6.615 5.747
65 [dst.iiorcierireenene: - . . “menyesuaiken | menyesuaikan menyesuaxkaq .
. ) oy
TAFRIKA SELATAN __ 3¢ - . — N
~ 66 | Windhoek ' L 11.325 8.645 3%*;;@2}?37.510:
&7 | Cape Town_____ i 11.053 8.438| #17.330
" 68° | Jghannesburg B e 5.353 4'.056 . 3.550|
69 [ dSt..eievisiierinionr: | menyesuaikan menyesuaikan men)esuaukan
AFRIKA UTARA 1
70 | Algeirs 8.610 b593 5.710
71 |Cairo . 5.361 14.092 3.556
72 | Khartoum 5.904 4, SG)'.’" 3.9151
73 | Rabbat 6.205 4.737 4.115
74 | Tripoli . 6.551 4.092 - 3.553]
75 | Tunisia 1 6.296 4.806 4.175
76 | dst....... ereraeins Jmen}resuai}can menyesuaiken menyesuaikan
ASIA BARAT T T ]
777 | Manama 6.400|  5.992 4.700
78 | Baghdad 5.433 . 4.748 3.545
79 | Aman -5.433 4.148 3.545
&0 | Kuwait L 4,767 3.639 3.110
81 { Beirut ' 5717 4,364 3:730
82 | Doha 4.207 | 3.212 2.745.|
83 .| Damascus 5.096 2.860 | 3.325 |
84 | Ankara ___ 6.641 4.122 3.58%].
85 | Abu Dhabi 4,180, 3.191 27%4.)
86 |Sanaa 5.013 3.807 | " 2.1734
87 |Jeddah l 4958| 3785 32254 °
188 | Muscad i 6.469 5.156 | 3.727 |
1.89 | Riyadh 4.598 3.510 | 3.000
a0 jdst....coovnriiiinin menyesuaikan menyesuaikdan | menyesuaikan
- | ASIA TENGAH
O1 [Tashkent 13.617 8,453 7.343
arT (L
................... menyesuaikan | menyesuaikan menyesuaikan

K



l o !
L P . T3 4 5
- - " |’ASIA TIMUR _ ,
; 94 | Beiiing” 2.262 1.868 1 1.623 |
. o5 | Hongkong 1.719 1.419 1.2337 -
| 06 | Osaka _ 1 2572 2.124 1,845 -
8 97 [Tokyo : |~ 2.558 2112|1835 -
08 | Pyongyang - - 2421 1.999 T
: 99 | Seoul ] 2.421 19997 1737 |
1 100 dst...eeeiriniires i | menyesuaikan _menyesuaikan, mcnyggﬁ'aﬂé” %‘: D
. ASIA SELATAN
101 | Kaboul L 3.386 2.585 : 20094
102 | Teheran 4.475 3416 “2,9207
103 | Colombo 1.935 1.598 gags
104 | Dhaka 1.224 1:011 878y -
105 | Islamabat - 2.750 0.271 1.973)
106 | Karachi. . 1. 2611 2.156 1.873
"’ 107 | New Delhi- S 2.332 1,926 1.673,
108 | ASteersreeerrcreneee: ] menyesuail:an menyesuaikan . menfesuaﬂga,n:
® . I : =
| ASIA TENGGARA | ‘ | |
" 100 | Bandar Seri Bagawan | 645 | 533|463 |
110 | Bangkok ' . 1,147 947 823 |
113 | Davao City . 1749 1.445 1,255 | .
112 | Hanoi 1,838 1514 1.315
5 113 | Ho Chi Minh | - 991 818 711}
) 114 | Johor Bahru 495 f{ZOQ“ 355
- 115 | Kota Kinabalil 6907 370 495 |
! 116 | Kuala Lumpur 572 420 410
: 117 | Manila ' J 1.457 1,203 1.045
119 | Penang } 697 " 876 7500
_~ : 120 | Pnom Penh, R 1.217 1. 1.005) . “7873]| |
3 121 | Singapore 539 445| 387
' "122 | Vienna__ _ 1 367 1,120 ° 0811 .
1 1123 ['Yangon - 1.468 1.212 1.053 |
’ 124 [ dst..coooneorienenss _ menyesuikan mpnyesv}aik_an menyesuaikan
i —__ " - .
| ] ASIA PASIFIK
i 125 | Canberra T 2,886 2.383 | 2.070
: 126 | Darwin 1.712 - 1.419 1.233
; 127 | Melbourne R 2.635 2.176 | 1.860 .
128 | Noumea 3.843 3.174 2.757 -
1 129 | Perth | 2.126° 1.755 1.525 .
; . 130 | Port Moresby L ] 2.439 2.014 1.750-
| 131 | Sydney 2.635 1.890
L 132 | Vanimo 3.318 2:380
- . 1133 | Wellington ] 3.721 2.669
: 134 [dst......cooooen ) _| menyssuaikan menyesuaikan
|
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPAT] ROKAN FILIR
NOMOR? 3 TAHUN 2013
“ TENTANG . -
TATA CARA PELAKSANAAN' PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA,
PEJABAT, PEGAWAI NEGER! SIPIL, PEGAWAIL TIDAK TETAP- DAN
PIMPINAN ‘SERTA ANGGOTA DEWAN SERWAKILAN RAKYAT DAERAM !
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENROKAN HILIR

Lampiran SPPD. Nomor Vo
Tanggal S
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
NO —PERINCIAN | . JUMLAH . | KEVERANGAN

1 |Uang Harian , . :
2 | Biaya Transportast Rp o

JUMLAH REL T
Te!bﬂang e T LI LR LR A AL AR ; - ! :
N - T — i

PERHITUNGAK SPYD RAMPUNG

Yang telah dibayar semula = Rp

Dijtetapkan sejumlah = Bp_ I
Sisa Kurang / Lebih = Rp
Bagarisiapiapi, 2013
Bendahara Pengeluaran, Dihitungeoléeh, Yang menerima, menyerahkap,'
%;:fl'f'é;‘s:‘: g
e ﬁxg;’*




